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ABSTRAK

Pengelolaan media pengaduan masyarakat LaporGub! Jawa Tengah diatur
dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat melalui Media Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah. Adanya
peraturan ini sebagai pedoman terhadap pelaksanaan pengaduan masyarakat
supaya pengaduan berbasis media komunikasi ini dapat dikelola secara
profesional sekaligus menjadi sarana partisipasi publik dalam pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di
Jawa Tengah. Pada pelaksanaannya ditemukan kesenjangan antara kebijakan yang
telah ditetapkan dengan implementasi pengelolaan pengaduan masyarakat ketika
beberapa pengaduan mengalami keterlambatan berasal dari beberapa tahun
belakang terkait proses tindak lanjut pengaduan dan berhenti pada proses
verifikasi. Penelitian ini menguji persoalan keterlambatan proses tindak lanjut
laporan pada media aduan Laman LaporGub! Jawa Tengah. Adanya penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan publik pada Laman
LaporGub! berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018.

Metode yang dipakai dalam penelitian yaitu yuridis empiris yang disebut
sebagai penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang mengkaji bagaimana
kebijakan hukum berlaku dalam implemetasi masyarakat bersifat deskriptif
analitis. Pendekatan penelitian yang dipakai meliputi pendekatan Perundang-
undangan (Statue Approach), pendekatan Konseptual (Conceptual Approach),
pendekatan Studi Kasus (Case Study). Data dihimpun melalui teknik wawancara
untuk memperoleh data primer dan melalui teknik observasi dan dokumentasi
untuk memperoleh data sekunder. Kerangka teoretis yang digunakan dalam kajian
ini meliputi teori implementasi kebijakan pemikiran George C. Edward III dan
teori Siyasah administrasi pemikiran Imam al-Mawardi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pengaduan
masyarakat secara umum telah berjalan baik dan memanfaatkan teknologi
informasi secara terbuka. Berdasarkan berdasarkan teori implementasi kebijakan
belum optimal. Faktor disposisi atau sikap dan struktur birokrasi sudah terlaksana
sesuai dengan pemikiran George C. Edward III. Sedangkan faktor komunikasi dan
sumber daya belum terlaksanan secara optimal akibat keterbatasan kapasitas
koordinasi sumber daya manusia pada instansi atau Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) penerima. Teori Siyasah administrasi pemikiran Imam Al-Mawardi sudah
berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat melalui terpenuhinya faktor
kemampuan (kafaa), dapat dipercaya (amanah), serta berorientasi pada
kemaslahatan masyarakat (kemaslahatan) sesuai dengan pemikiran Al-Mawardi.

Kata Kunci: Pengaduan Masyarakat, LaporGub, Implementasi Kebijakan,
Sivasah Administrasi.



ABSTRACT

The management of the “LaporGub!” public complaint platform in
Central Java is governed by Governor’s Regulation No. 13 of 2018 on the
Management of Public Complaints via Electronic Communication Media in
Central Java. This regulation serves as a guideline for handling public
complaints, ensuring that complaints submitted through electronic
communication media are managed professionally while also serving as a means
for public participation in overseeing government administration and improving
the quality of public services in Central Java. In practice, a gap was found
between the established policy and the actual implementation of public complaint
management, as some complaints dating back several years experienced delays in
the follow-up process and stalled at the verification stage. This study examines the
issue of delays in the follow-up process for reports submitted via the LaporGub!
Central Java complaint platform. The purpose of this study is to assess the
delivery of public services on the LaporGub! platform in accordance with
Governor'’s Regulation No. 13 of 2018.

The method used in this study is the empirical-juridical method, also
known as field research, which is a type of research that examines how legal
policies are applied in society through a descriptive-analytical approach. The
research approaches employed include three approaches. the Statutory Approach,
the Conceptual Approach, and the Case Study Approach. Data were collected
through interviews to obtain primary data and through observation and
documentation to obtain secondary data. The theoretical framework used in this
study includes George C. Edward Ill's theory of policy implementation and Imam
al-Mawardi's theory of administrative politics.

The research findings indicate that the management of public complaints
has generally been effective and makes open use of information technology.
However, based on policy implementation theory, it has not yet been optimized.
The factors of disposition or attitude and bureaucratic structure have been
implemented in accordance with the ideas of George C. Edward IIl. Meanwhile,
the factors of communication and resources have not been optimally implemented
due to limitations in human resource coordination capacity at several recipient
agencies or Regional Apparatus Organizations (OPDs). Imam Al-Mawardi'’s
political theory of administration, has been functioning optimally. This can be
seen through the fulfillment of the factors of competence (kafaa), trustworthiness
(amanah), and orientation toward the public good (kemaslahatan), in accordance
with Al-Mawardi's philosophy.

Keywords: Public Complaints, LaporGub, Policy Implementation,
Administrative Politics
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara kesejahteraan merupakan praktik ideal yang difokuskan
melalui pemberian pelayanan publik secara optimal yang ditujukan kepada
rakyat. Berdasarkan FEncyclopedia Americana mengenai konsep negara
kesejahteraan "a form of government in which the state assumes responsibility
for minimum standards of living for every person” yang memiliki makna
negara kesejahteraan merupakan bentuk pemerintahan ketika negara dianggap
bertanggung jawab atas standar hidup minimum tiap masyarakatnya.
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut konsep negara
kesejahteraan demi kepentingan rakyat berlandaskan pada sila Pancasila dan
konstitusi negara.

Konsep negara kesejahteraan di Indonesia berpedoman pada konstitusi
negara yang tertulis pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 memuat cita-cita bangsa berbunyi, “Kemudian dari pada itu
untuk membentuk suatu pemerintah Negara Republik Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

! Nuriyanto Nuriyanto, “Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah
Berlandaskan Konsep ‘Welfare State’,” Jurnal Konstitusi 11, no. 3 (2016): hlm. 430,
https://doi.org/10.31078/jk1132.



kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”.? Sejalan dengan hal
tersebut, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
memiliki peran penting sebagai pondasi dan landasan hukum bagi
penyelenggara pelayanan publik menjalankan kewajiban untuk mencapai cita-
cita bangsa. Melihat hal tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga
negaranya, pemerintaj wajib berperan aktif dalam meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik.

Hak warga negara untuk memperoleh pelayanan publik dan kewajiban
pemerintah dalam melaksanakannya sebagaimana Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa segala rangkaian pelaksanaan
pelayanan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam rangka
pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan.> Kebutuhan
setiap warga negara harus dipenuhi oleh negara melalui sistem pemerintahan
yang mendorong pengembangan pelayanan publik berkualitas agar dapat
memenuhi hak-hak sipil setiap warga negara atas layanan administratif,
kebutuhan jasa publik, dan kebutuhan barang publik. Pemerintah
berkewajiban melaksanakan pemenuhan pelayanan publik berdasarkan

standar kualitas pelayanan kepada warga negara sesuai kebutuhan masyarakat

2 Pembukaan, Alinea 4 "UUD NRI 1945.”

3 “Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” n.d., Pendahuluan, Pengertian Umum.



sehingga tepat sasaran.* Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan suatu
keadilan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik supaya
regulasi maupun kebijakan dapat terealisasi dan dikonsumsi sesuai kebutuhan
masyarakat secara adil dan merata.

Penyelenggaraan pelayanan publik dapat meliputi layanan administrasi,
barang, dan/atau jasa yang bentuk dan sistemnya berbeda mengikuti
kebutuhan masyarakat dan tetap memperhatikan kualitas pelayanan. Salah
satunya bentuk pelayanan publik melalui pengaduan masyarakat yang dinilai
efektif untuk berjalan di masyarakat. Selain itu, dalam hal penyelenggaraan
pelayanan publik upaya pengaduan juga dapat meningkatkan kualitas
sehingga dapat menjadi alat pengawasan dan evaluasi dari masyarakat.
Namun pengaduan masyarakat tersebut perlu disertai dengan tindak lanjut dari
penyelenggara pelayanan publik agar mendapat hasil yang lebih optimal dan
meningkatnya kualitas pelayanan publik. Era digital saat ini pengaduan
masyarakat telah berinovasi dengan beralih melalui media komunikasi yang
dikelola instansi terkait sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Upaya pengaduan masyarakat di Indonesia melalui media komunikasi

telah dilaksanakan di berbagai daerah. Proses pengaduan tersebut dapat berupa

4 Deiby Christiana Tinggogoy and John H. Kaloly, “Pelayanan Publik: Antara Hak
Masyarakat dan Kewajiban Pemerintah (Studi di Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera
Utara),” JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) 5, no. 1
(2021): hlm. 75, https://doi.org/10.31506/jipags.v5il.10333.

> Hiasinta Sabeni and Emei Dwinanarhati Setiamandani, “Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik,” JISIP : Jurnal Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik 9, no. 1 (2020): hlm. 45, https://doi.org/10.33366/jisip.v9il1.2214.



saran, pertanyaan, atau keluhan yang mana dapat disampaikan melalui instansi
yang terkait ataupun melalui website pengaduan yang berlaku dalam beberapa
provinsi.® Pengaduan melalui kanal website di Jawa Tengah dapat ditemui dalam
LaporGub! Jateng. Kanal LaporGub! Jawa Tengah dibuat sebagai media
pengaduan yang menampung aspirasi, keluhan, atau saran masyarakat Jawa
Tengah. Aduan yang disampaikan harus secara jelas dan lengkap meliputi
permasalahan/keluhan, lokasi, dan nomor handphone yang dapat dihubungi.’
Selain itu, aduan dapat disampaikan melalui laporgub.jatengprov.go.id atau
aplikasi mobile Laporgub Masyarakat (tersedia di Play Store dan App Store).
Penerapan kanal aduan publik yang serupa juga dapat ditemukan dalam beberapa
provinsi, diantaranya pada Provinsi Jawa Barat melalui JSP (Jabar Smart
Province), Pemerintah Kota Yogyakarta melalui UPIK (Unit Pengaduan,
Informasi, dan Keluhan).

Pengelolaan media pengaduan masyarakat LaporGub! Jawa Tengah diatur
dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat melalui Media Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah. Adanya
peraturan ini sebagai pedoman terhadap pelaksanaan pengaduan masyarakat

supaya pengaduan berbasis media komunikasi ini dapat dikelola secara

® Dimas Ramdhana Prasetya et al., “Analisis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dalam
Rangka Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang),” Jurnal
Administrasi  Publik  (JAP,) Vol. 2, mno. No. 1 (2013): hlm. 1153,
https://media.neliti.com/media/publications/75541-ID-analisis-pengelolaan-pengaduan-
masyaraka.pdf.

7 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “LaporGub! - Tentang Laporgub,” accessed
November 4, 2025, https://laporgub.jatengprov.go.id.



profesional sekaligus menjadi sarana partisipasi publik dalam pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di
Jawa Tengah.

Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman bagi penyelenggara layanan di
Jawa Tengah dalam mengelola pengaduan masyarakat melalui media komunikasi
dapat mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan dapat
dipertanggungjawabkan.® Pengelolaan pengaduan dilakukan melalui mekanisme
terkoordinasi oleh Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat (TPPM) di tingkat
provinsi. TPPM Provinsi bertugas menerima, mengklasifikasikan, dan
meneruskan pengaduan kepada TPPM Unit. TPPM Unit merupakan tim internal
yang dibentuk di masing-masing instansi atau organisasi perangkat daerah
Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai klasifikasi jenis pengaduan.

Pengaduan masyarakat dalam hal media komunikasi elektronik oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam peraturan ini meliputi media berbasis
online dan media non-internet. Media dengan basis online meliputi Media
LaporGub! dapat diakses dengan website laporgub.jatengprov.go.id, media
LaporGub! dapat diakses dengan aplikasi ponsel android, media sosial Instagram
yang memiliki nama akun Pemprov Jawa Tengah (@provjateng), dan media sosial
Twitter yang akunnya bernamakan @provjateng #kemalajateng #jatenggayeng.

Kemudian, dalam hal non-internet meliputi media SMS (Short Message Service)

8 Pasal 2. "Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah,”



Lapor-Gub yakni pesan singkat dengan nomor telepon 08112920200, media call
center dengan nomor (024) 8441256.°

Pengaduan Lapor Gub Jawa Tengah yang berjalan dari tahun 2018
mendapat partisipasi yang tinggi dari masyarakat melihat dari banyaknya laporan
aduan yang diajukan oleh masyarakat. Implementasi pengaduan Laporgub! Jawa
Tengah mendapat respon yang tinggi dari masyarakat tentu tidak lepas dari
tantangan yang muncul dalam proses tindak lanjut pengaduan masyarakat.
Beberapa pengaduan ditemukan adanya keterlambatan berasal dari beberapa
tahun belakang terkait proses tindak lanjut pengaduan dan berhenti pada proses
verifikasi. Pengaduan yang mengalami keterlambatan proses diantaranya:*°

Tabel 1. 1: Detail Aduan

Proses

Kode Aduan Tanggal Aduan | Lokasi Aduan

Tahapan
KABUPATEN

LGWP38920841 28 Mar 2020 Verifikasi
SUKOHARJO

KOTA

LGAN61683313 25 Mar 2020 Verifikasi
SEMARANG
KABUPATEN

LGWP43536408 31 Aug 2020 Verifikasi
MAGELANG

® Pasal 5, "Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik Di Jawa Tengah,”

10 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “LaporGub! - Jelajah Aduan,” accessed November
10, 2025, https://laporgub.jatengprov.go.id.



KABUPATEN
LGWP84008200 22 Jun 2021 Verifikasi
SEMARANG
KABUPATEN
LGIG26862483 08 May 2022 Verifikasi
WONOSOBO
KABUPATEN
LGIG93238755 23 Apr 2020 Verifikasi
TEGAL
KABUPATEN
LGWP15368383 08 Sep 2022 Verifikasi
PEMALANG

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa tahapan proses tindak lanjut
pengaduan dalam LaporGub! Jateng meliputi tahap disposisi, tahap verifikasi,
tahap progres, dan tahap selesai. Pada tahap disposisi oleh admin atau pengelola
akan diteruskan kepada tim unit. Kemudian tahap verifikasi oleh kabupaten yang
terkait diteruskan pada tahap progres yang mana aduan ditindaklanjuti oleh
instansi yang memiliki kewenangan atas aduan yang diajukan oleh masyarakat.
Selanjutnya diakhiri dengan tahap selesai yang berisi jawaban atau eksekusi oleh
instansi yang bersangkutan.

Namun, beberapa aduan terdapat keterlambatan proses yang dapat dilihat
dari tahun pengaduan yakni tahun 2020, 2021, dan 2022. Proses tindak lanjut
tahapan masih berlangsung pada tahap verifikasi dan belum terdapat pembaruan
tindak lanjut oleh instansi yang terkait di kabupaten tersebut. Berkaitan dengan
hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi publik terhadap aduan sudah selesai

atau belum. Apabila aduan tersebut sudah diselesaikan oleh pihak-pihak



bersangkutan didampingi pemerintah maka diperlukan pembaruan tahap selesai
di website LaporGub! Jawa Tengah.

Hal tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum Peraturan Gubernur Nomor
13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Media
Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah yang berprinsip efektif dan efisien. Pasal
3a Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah menyatakan
bahwa “terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
publik secara tepat, cepat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan”.'* Hal
tersebut yang kemudian menimbulkan pertanyaan sejauh mana implementasi
kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat dalam media aduan LaporGub.
Perlu diketahui lebih lanjut hal-hal yang melatarbelakangi keterlambatan dan
kendala yang menghambat proses penyelesaian pengaduan. Selain itu, masyarakat
juga perlu diberikan kejelasan informasi atas aduan yang diajukannnya merujuk
Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah yang

berprinsip transparan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan

masalah dalam penelitian ini yaitu:

11 Pasal 3a, "Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik Di Jawa Tengah,”.



1. Bagaimana tinjauan teori implementasi kebijakan berdasarkan Peraturan
Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
melalui Media Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah?

2. Bagaimana tinjauan Siyasah administrasi terhadap implementasi Peraturan
Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

melalui Media Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diperoleh di atas, maka tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan
pengaduan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Media Komunikasi Elektronik Jawa
Tengah studi laman LaporGub! dan untuk mengetahui implementasi Peraturan
Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
melalui Media Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah dengan tinjauan teori

Administrasi (4/-Marwadi).

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
a. Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu mengembangkan
ilmu pengetahuan dan informasi terutama di bidang hukum tata negara
mengenai hal yang berkaitan dengan pengaduan LaporGub! Jateng
dalam implementasi pelayanan publik berdasarkan dengan Peraturan

Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan
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Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah
dan penanganan atas kendala dari proses tindak lanjut pengaduan di
LaporGub! Jateng oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

b. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat digunakan sebagai
bahan rujukan dan sumber informasi terhadap fakta pengaduan
masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan pengaduan.

2. Secara praktis

a. Apabila terhadap masyarakat, hasil dari penelitian yang dilakukan
dapat membantu masyarakat memahami implementasi kebijakan
layanan pengaduan LaporGub! sehingga dapat terselenggaranya
pelayanan masyarakat yang efektif, dan efisien serta dapat
dipertanggungjawabkan.

b. Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap kualitas layanan
pengaduan melalui LaporGub! dan dapat memberikan wawasan untuk
pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam hal implementasi
Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik di Jawa
Tengah sehingga pemerintah dapat menyusun langkah-langkah yang
lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

c. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi bagi
peneliti dalam memahami lebih dalam tentang implementasi kebijakan

serta mekanisme pelayanan pengaduan publik, khususnya pada
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konteks pemerintahan daerah. Penelitian ini juga bisa menjadi
referensi bagi penelitian lanjutan di bidang pelayanan publik, serta
menjadi dasar bagi kajian-kajian berikutnya mengenai pelayanan

publik.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang mengkaji tentang pengaduan publik melalui e-government
sudah pernah diteliti, maka untuk membedakan penelitian ini dengan
penelitian lain penulis berfokus mengkaji penyelenggaraan pelayanan publik
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018. Adapun penelitian
yang relevan dengan penelitian yang dikaji penulis sebagai berikut.

Pertama, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rahmawati, Esa
Septian, dan Sugiyanto pada Mei tahun 2024 dengan judul "Evaluasi Layanan
Aplikasi Taprose Temanku Smart City di Kabupaten Tuban" menggunakan
metode studi kasus yang bersifat deskriptif. Tujuan studi kasus adalah
untuk memberikan gambaran secara terperinci mengenai latar belakang, sifat
dan karakter yang menjadi ciri kasus, atau status dari individu, kemudian dari
sifat atau ciri khas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Penelitian ini menggunakn teknik pengumpulan data melalui
dokumentasi, observasi, dan wawancara yang berfokus pada evaluasi kinerja

pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
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Kabupaten Tuban.?? Hasil penelitian menunjukkan pelayanan penggunaan
aplikasi Taprose Temanku Smart City Kabupaten Tuban belum optimal sesuai
dengan tujuan berdasarkan teori evaluasi menurut William Dunn. Kemudian
dijelaskan pula dalam penelitian tersebut bahwa perlunya upaya sosialisasi
secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai kanal pengaduan resmi milik
Kabupaten Tuban dan diperlukan upaya pengembangan sistem untuk
memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui memiliki persamaan
dalam hal penelitian terhadap aduan publik melalui media online untuk
pelayanan publik dan implementasinya. Perbedaan dengan penelitian
penulis adalah berfokus pada kualitas penyelenggaraan sedangkan
penelitian di atas berfokus pada evaluasinya.

Kedua, jurnal penelitian dengan judul "Implementasi Aplikasi
Taprose Temanku Humas KOMINFO Kabupaten Tuban" pada tahun 2020
yang ditulis oleh Early Azza Bening Brillianti dengan tujuan penelitian
untuk mengetahui implementasi aplikasi TapRose Temanku Humas
Kominfo Kabupaten Tuban dan mengetahui hambatan yang dihadapi
Dinas Kominfo Kabupaten Tuban dalam merealisasikan kebijakan publik.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode

deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

12 Annisa Rahmawati et al., “Evaluasi Layanan Aplikasi Taprose Temanku Smart City di
Kabupaten Tuban,” JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara 8, no. 2 (2024): hlm. 106,
https://doi.org/10.56071/jian.v8i2.883.
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Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan mengikuti
model Miles Huberman terdiri atas pengumpulan data yang mana dalam
hal ini memakai teknik wawancara, reduksi data, dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian ini ditemukan apabila implementasi dalam
hal tahapan koordinasi berjalan lancar dan sumber daya manusia oleh
Dinas Kominfo cukup memadai baik kualitas maupun kuantitas.*® Selain
itu, dari penelitian ini juga ditemukan hambatan kurangnya sosialisasi
kepada masyarakat dan sumber daya finansial yang belum optimal karena
belum adanya anggaran khusus.

Hasil penelitian menunjukkan persamaan dalam hal penelitian
terhadap aduan publik melalui media online dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. Kemudian perbedaan yang ditunjukkan dengan
penelitian penulis adalah media aduan publik tersebut milik Kabupaten
Tuban yang dinamakan Taprose sedangkan media aduan publik penulis
adalah milik Provinsi Jawa Tengah yang dinamakan LaporGub.

Ketiga, jurnal penelitian terkait aduan publik melalui media
komunikasi pada tahun 2023 oleh Serly Wulandari dengan judul
“Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Aplikasi Pengaduan
SPAN-LAPOR! pada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi” menggunakan metode penelitian deskriptif melalui

pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

13 Early Azza Bening Brillianti and Pratiwi Wahyu Widiarti, “Implementasi Aplikasi
Taprose Temanku Humas Kominfo Kabupaten Tiban,” Lektur: Jurnal llmu Komunikasi 3, no. 1
(2020): hlm. 52, https://doi.org/10.21831/lektur.v3il.16823.
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dari data primer dan data sekunder yang mana memakai teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas
peningkatan pelayanan publik melalui aplikasi SPAN-LAPOR! yang telah
dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil yang
menunjukkan bahwa peningkatan pelayanan publik melalui aplikasi ini
berjalan belum maksimal berdasarkan dimensi yang digunakan peneliti.*
Dimensi yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan konsep
Parasuraman, Zeithaml, dan Malhotra yang meliputi dimensi efficiency,
fulfillment, system avaibility, dan privacy untuk mengukur peningkatan
kualitas pelayanan publik.

Penelitian tersebut menunjukkan kesamaan dengan penelitian yang
sedang dikaji dalam hal penelitian terhadap media aduan publik dan
kualitas pelayanan publik. Kemudian untuk perbedaannya ditunjukkan
pada objek media aduan publik yang diteliti yang mana pada penelitian
tersebut pada aplikasi SPAN-LAPOR! sedangkan media aduan publik
yang penulis kaji adalah LaporGub! Jawa Tengah. Selain itu perbedaan
juga ditunjukkan pada konsep yang dipakai untuk mengukur kualitas

pelayanan publik.

14 Serly Wulandari, “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Pengaduan

Sp4n-Lapor! Pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi,”

Jurnal

llmiah ~ Wahana  Bhakti  Praja 13, no. 2 (2023): him. 152,

https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i2.3627.
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Keempat, jurnal penelitian dengan judul “Analisis Penerapan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Website Unit Layanan
Aduan Surakarta (ULAS) di Kota Surakarta” pada tahun 2025 oleh Sheisa
Prastya Andhini dan Irsyadul Ibad. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data
menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh
dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan sumber data
sekunder diperoleh dengan jurnal atau artikel.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengelolaan
pengaduan pelayanan publik melalui Unit Layanan Aduan Surakarta
(ULAS) yang berada di Surakarta. Hasil dari peneliktian yang telah
dilakukan menunjukkan media aduan publik dengan website Unit Layanan
Aduan Surakarta (ULAS) sudah berjalan dengan baik sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Tata
Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. * Adapun kendala yang
ada dapat diatasi dengan upaya meningkatkan kinerja atas evaluasi dan
pengawasan.

Penelitian tersebut terdapat kesamaan yaitu dalam hal
penyelenggaraan pelayanan publik dengan media aduan publik dan

penggunaan media komunikasi online sebagai perantara aduan publik

15 Sheisa Prastya Andhini and Irsyadul Ibad, “Analisis Penerapan Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Melalui Website Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) Di Kota Surakarta,”
Competence: Journal of Management Studies 19, no. 1 (2025): hlm. 33,
https://doi.org/10.21107/kompetensi.v19i11.29584.
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yang dikelola pemerintah. Perbedaan yang ditunjukkan dari penelitian ini
dengan penelitian penulis terdapat pada objek penelitian media
komunikasi online di daerah yang yang berbeda antar media aduan publik
tersebut.

Kelima, jurnal penelitian oleh I Dewa Agung Putra Narayana dan
Ikhlas Amri pada tahun 2023 dengan judul "Penerapan Aplikasi Pelayanan
Rakyat Online sebagai Layanan Pengaduan Publik di Diskominfo Kota
Denpasar Provinsi Bali" menggunakan teknik pengumpulan data
wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Metode yang dipakai
untuk penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui penerapan aplikasi Pelayanan Rakyat
Online sebagai layanan pengaduan publik di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Denpasar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Aplikasi
Pelayanan Rakyat Online (PRO) Denpasar sudah terlaksana dengan baik.
Adapun terdapat beberapa hambatan namun upaya telah dilakukan oleh
pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut melalui penyelenggaraan
kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.’® Berdasarkan penelitian tersebut
diketahui memiliki persamaan dalam hal penelitian terhadap media aduan

publik untuk pelayanan publik dan implementasinya. Perbedaan yang

16 T Dewa Gede Agung Putra Narayana and Ikhlas Amri, “Penerapan Aplikasi Pelayanan
Rakyat Online Sebagai Layanan Pengaduan Publik Di Diskominfo Kota Denpasar Provinsi Bali,”
Jurnal ~ Terapan  Pemerintahan  Minangkabau 3, no. 1 (2023): hlm.15
https://doi.org/10.33701/jtpm.v3il.2814.
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ditunjukkan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada

objek penelitian komunikasi yang berada di daerah berbeda.

F. Kerangka Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan dipilih dalam penelitian ini sebagai
pisau analisis untuk mengkaji pengelolaan pengaduan masyarakat melalui
media komunikasi elektronik Jawa Tengah terhadap Peraturan Gubernur
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Melalui Media Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah. Teori
implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan
pemikiran George C. Edward III yang mengukur keberhasilan suatu
implementasi kebijakan berdasarkan 4 faktor.

Berdasarkan pemikiran George C. Edward III teori implementasi
kebijakan adalah tindakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan
persoalan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam
hal sosial, ekonomi, maupun politik secara tepat sasaran.'” Faktor yang
menekankan terjadinya keberhasilan suatu implementasi kebijakan
didasarkan oleh 4 faktor yaitu komunikasi (communications), sumber daya
(resources), disposisi atau sikap pelaksana (dispositions/attitudes), dan

struktur birokrasi (bureaucratic structure).

17 Muhammad Sinathria Maharaksa et al., “Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian,
Model-Model Dan Penerapannya Dalam Contoh Studi Kasus,” Menulis: Jurnal Penelitian
Nusantara 1, no. 6 (2025): 69—73, https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.320. hlm. 70.
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2. Teori Siyasah Administrasi

Penelitian ini menggunakan teori Siyasah Administrasi yang
dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi sebagai pisau analisis untuk
mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat
melalui media komunikasi elektronik di Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan pemikiran Al-Marwadi pemerintah tidak hanya bertugas
menetapkan kebijakan namun juga memastikan kebijakan tersebut
dilaksanakan secara efektif oleh petugas yang diberi kewenangan.

Pemikiran Sivasah administrasi Al-Mawardi menekankan bahwa
penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan oleh petugas yang
memiliki kemampuan (kafaa), dapat dipercaya (amanah), serta
berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (kemaslahatan) yang mana
dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan implementasi kebijakan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi
Elektronik di Jawa Tengah.® Implementasi kebijakan bukan hanya
berorientasi pada pelaksanaan kekuasaan, namun juga pada memenuhi hak
masyarakat melalui terlaksananya pelayanan yang baik serta

bertanggungjawab oleh pemerintah.

G. Metode Penelitian

18 Fenolia Intan Saputri and Moch Choirul Rizal, “Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam
Al-Mawardi,” Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara 1, no. 1 (2022): 27,
https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1il.157.
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Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris
merupakan penelitian yang dilakukan terhadap implementasi atau keadaan
yang sebenarnya di masyarakat untuk menemukan fakta dan data yang
diperlukan, selanjutnya data dan fakta diidentifikasi masalahnya yang
mana kemudian menemukan titik temu pada penyelesaian masalah.*
Penelitian yuridis empiris, juga disebut sebagai penelitian lapangan,
adalah jenis penelitian yang mengkaji bagaimana kebijakan hukum
berlaku dalam implemetasi masyarakat.?® Maka penelitian yuridis empiris
digunakan untuk menemukan data dan fakta untuk mengkaji ketentuan
hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam masyarakat.
Sifat Penelitian

Sifat penelitian disini yakni deskriptif analitis yang mana memiliki
tujuan mendeskripsikan suatu gambaran objek penelitian melalui data
yang terkumpul untuk menemukan suatu kesimpulan. Sifat deskriptif
analitis memiliki ciri berupa sifat penghimpunan data, memberikan
gambaran terhadap persoalan, menggunakan teknik pengambilan data
wawancara.

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis jika data yang dihasilkan

melalui responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku nyata yang

1992).

19 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Sinar Grafika, 1991).

20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Rineka Cipta,
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diteliti.?* Selain pengambilan data melalui wawancara, dalam penelitian
juga mendalami implementasi Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi
Elektronik di Jawa Tengah untuk mendapatkan data.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)

Pendekatan (statute approach) dilakukan dengan menganalisis
semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan
dengan isu hukum yang diteliti.”> Pada dasarnya pendekatan ini
digunakan untuk membedah pasal dari regulasi kemudian peneliti
dapat menemukan jawaban atas hak, kewajiban, tata cara, serta sanksi
yang seharusnya berlaku menurut hukum tertulis.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) memiliki sifat
dimana norma hukumnya saling berkaitan satu sama lain dengan
sistematis. Selain itu norma hukum yang ada ketika terdapat
permasalahan hukum mampu menampung sehingga tidak terdapat
kelemahan hukum.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

21 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram University Press, 2020): hlm. 129,
accessed November 25, 2025, https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf.

22 Johnny Ibrahim, “Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,” Bayu Media
(2006) Universitas Indonesia Library, accessed August 6, 2026, https://lib.ui.ac.id. hlm. 300.
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Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan, doktrin, serta
teori-teori dasar yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemilihan
pendekatan ini digunakan dengan menyesuaikan dengan isu hukum
yang diteliti dikarenakan ketepatan antara jenis pendekatan dan pokok
permasalahan menjadi alat ukur utama dalam menghasilkan analisis
hukum yang rasional.?

Pendekatan konseptual berfungsi untuk mendapatkan pemahaman
secara menyeluruh dari sumber ilmiah maupun pendapat para ahli
mengenai konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu penelitian.
Pada dasarnya pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah
cara menganalisis masalah hukum menggunakan teori dan pemikiran
para ahli yang sesuai dengan masalah yang diteliti agar hasil
analisisnya memiliki mampu menjawab isu hukum secara tepat.

c. Pendekatan Studi Kasus (Case Study)
Pendekatan kasus merupakan pendekatan dalam penelitian hukum
yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis kasus-kasus yang
berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dan difokuskan pada
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.*

Pendekatan kasus digunakan untuk memberikan gambaran mengenai

3 Prof Dr Peter Mahmud Marzuki LLM S. H., M. S., “Penelitian Hukum,”
https://kbk2742557 perpustakaandigital.com/detail/penelitian-hukum/25319, accessed August 6,
2026, https://kbk2742557 .perpustakaandigital.com/detail/penelitian-hukum/25319. him. 93.

24 Johnny Ibrahim, “Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, Bayu Media
(2006), him. 300.
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penerapan hukum dalam praktik serta menilai konsistensi antara norma
hukum yang berlaku dengan implementasinya melalui putusan
pengadilan. Kemudian dalam konteks penelitian ini yaitu kasus atau
fenomena empiris pengelolaan pengaduan masyarakat.
4. Teknik Pengambilan Data
Dalam penelitian, data merupakan bahan yang digunakan dalam
menyelesaikan persoalan. Pada penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan
terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder
berperan sebagai landasan teoritis dalam menyelesaikan masalah dan
sebagai komparasi temuan di lapangan dengan teori atau ketentuan
hukumnya.
a. Wawancara
Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data
kepada peneliti yang didapatkan melalui wawancara dengan subjek
penelitian atau sumber informasi.”> Tujuan dilakukannya
wawancara supaya pemberi informasi dapat menyampaikan
pernyataan yang relevan secara terbuka. Wawancara dilaksanakan
dengan mempersiapkan daftar pertanyaan memiliki relevansi
dengan persoalan yang diteliti namun tidak menutup pertanyaan
lain yang sifatnya spontan untuk memperluas dan memperdalam

jawaban yang diberikan.

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Penerbit Alfabeta
Bandung, 2016), hlm. 239, accessed November 25, 2025, http://archive.org/details/buku-metode-
penelitian-sugiyono.
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b. Observasi
Observasi termasuk dalam teknik pengambilan data primer.
Observasi memiliki pengertian kegiatan tinjauan yang
dilaksanakan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan,
dan perekaman tentang situasi dan kondisi peristiwa hukum yang
terjadi untuk mengumpulkan data yang diperlukan.
c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data di tempat
penelitian sebagai dan berkaitan dengan topik penelitian. Data
yang didapatkan dari dokumentasi dapat berupa laporan, buku,
data arsip, foto, video, atau data digital.?® Selain itu dengan adanya
dokumentasi dapat mendukung informasi yang didapat ketika
wawancara sebagai bukti valid.
5. Analisis Data
a. Interpretasi Gramatikal merupakan teknik analisis data dengan
menafsirkan makna redaksi kata dalam undang-undang sesuai kaidah

hukum tata bahasa.?’

% Anis Fuad and Kandung Sapto, “Panduan Praktis Penelitian Kualitatif", (GRAHA
ILMU Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283, 2014), Adoc.Pub, him. 16, accessed November 25,
2025, https://adoc.pub/panduan-praktis-penelitian-kualitatif-oleh-anis-fuad-kandung.html.

27 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis, Cet. 2
(Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 27.
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b. Interpretasi Norma Hukum merupakan teknik analisis data dengan
menganalisis norma-norma dalam undang-undang, peraturan, atau

keputusan pengadilan untuk memahami makna dan penerapan hukum.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang akan dibuat supaya memberikan kemudahan dalam
memahami isi penelitian secara menyeluruh maka dibuat sistematika
pembahasan.

Pada Bab I yang berisi Pendahuluan, yang mengemukakan latar belakang
diangkatnya judul penelitian ini yang memuat implementasi laman aduan
LaporGub! Jawa Tengah dalam menyelenggarakan akuntabilitas pelayanan
publik menurut Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik di
Jawa Tengah.

Selain itu diuraikan pula rumusan masalah mengenai analisis tinjauan teori
implementasi kebijakan dan teori Siyasah administrasi terhadap pengelolaan
pengaduan masyarakat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Media Komunikasi
Elektronik di Jawa Tengah.

Selain itu terdapat pula manfaat atau kegunaan penelitian yang secara
praktis diharapkan dapat membantu masyarakat memahami implementasi
kebijakan layanan pengaduan LaporGub! sehingga dapat terselenggaranya
pelayanan  masyarakat yang efektif, dan efisien serta dapat

dipertanggungjawabkan dan secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat
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digunakan sebagai sumber informasi dan bahan rujukan terhadap fakta
kecakapan pengaduan masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas
pelayanan publik.

Bab II yakni Landasan Teori akan menguraikan landasan teori yang
digunakan dalam penelitian ini. Teori yang dipakai dalam penelitian ini
meliputi teori Sivasah administrasi dan teori implementasi kebijakan. Teori
implementasi kebijakan akan menjadi pisau analisis dalam penelitian untuk
mengetahui pelayanan publik yang dilaksanakan Provinsi Jawa Tengah
melalui media aduan publik LaporGub! Berdasarkan Peraturan Gubernur
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui
Media Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah.

Teori Siyasah administrasi yang merupakan teori keislaman administrasi
negara yang mana dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi
pelayanan publik oleh Provinsi Jawa Tengah melalui media aduan publik
LaporGub! Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Media Komunikasi Elektronik di
Jawa Tengah.

Bab III yakni Data Penelitian akan memuat sistem aduan pelayanan publik
dalam LaporGub! Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media
Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah termasuk kendala yang dihadapi
dalam proses penyelesaian aduan. Selain itu akan dimuat implementasi

pengelolaan media pengaduan masyarakat LaporGub Provinsi Jawa Tengah.
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Bab IV yakni Analisis dan Pembahasan akan diuraikan implementasi
pengelolaan pengaduan masyarakat LaporGub dan dianalisis berdasarkan
teori implementasi kebijakan dan teori Siyasah administrasi sebagai jawaban
dari rumusan masalah.

Bab V yakni Penutup yang akan disajikan kesimpulan dan saran atas
pembahasan hasil penelitian yang telah dikontribusikan berdasarkan teori,
bahan hukum primer maupun sekunder, dan lampiran sebagai penunjang

penelitian ini sesuai tujuan penelitian.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Analisis hasil penelitian impelementasi kebijakan pengelolaan pengaduan
masyarakat melalui LaporGub dengan ketentuan dalam Peraturan
Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 berdasarkan teori implementasi
kebijakan belum optimal. Faktor disposisi atau sikap dan struktur birokrasi
sudah terlaksana sesuai dengan pemikiran George C. Edward III.
Sedangkan faktor komunikasi dan sumber daya belum terlaksana secara
optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi lapangan dari substansi
aduan yang mana tidak semua aduan dapat diselesaikan dalam waktu
singkat. Hal tersebut berpengaruh pada kepastian waktu yang diberikan
pada pelapor. Selain itu perbedaan kapasitas sumber daya manusia di
instansi atau OPD yang berperan untuk saling mengoordinasikan antara
intansinya dengan pengelola LaporGub sehingga beberapa instansi atau
OPD belum optimal dalam hal kecepatan respon. Kendala tersebut
kemudian ditangani oleh pihak admin LaporGub dengan aktif
berkomunikasi dengan instansi atau OPD untuk mengingatkan apabila
terdapat aduan yang belum segera ditangani.

Analisis teori Siyasah administrasi pemikiran Imam Al-Mawardi dengan
hasil penelitian impelementasi kebijakan pengelolaan pengaduan
masyarakat melalui LaporGub sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur

Nomor 13 Tahun 2018 sudah berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat

69



70

dilihat melalui terpenuhinya faktor kemampuan (kafaa), dapat dipercaya
(amanah), serta  berorientasi pada kemaslahatan = masyarakat
(kemaslahatan) sesuai dengan pemikiran Al-Mawardi. Pelaksana
kebijakan menjalankan administrasi negara dengan fungsi pelayanan,
pengaturan, dan pengawasan untuk memperoleh pemerintahan yang baik
dan membawa kemaslahatan publik. Administrasi yang dijalankan
merupakan koordinasi beberapa pihak untuk mengorganisasi atau
mengelola sumber daya dan membantu masyarakat sesuai kebutuhan.
Pengelolaan pengaduan masyarakat LaporGub dalam mewujudkan
keberhasilan administrasi berjalan lancar ketika pihak pelaksana
pelayanan memiliki kompetensi, keterampilan, tanggung jawab, dan

amanabh.
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B. Saran

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian yang

sudah dilakukan sehingga peneliti memberikan saran guna untuk dipakai di

praktis atau penelitian selanjutnya.

1.

Saran Praktis: Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah perlu meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap instansi
atau OPD yang menerima disposisi pengaduan agar respon dan
penyelesaian aduan dapat dilakukan secara lebih tepat waktu. Selain itu
diperlukan kuantitas dan kualitas kapasitas sumber daya manusia yang
bertugas menangani pengaduan pada masing-masing instansi untuk
mendukung efektivitas pengelolaan aduan masyarakat.

Saran Akademik: Saran bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji
pengelolaan pengaduan masyarakat dengan melibatkan perspektif
masyarakat sebagai pengguna layanan melalui pengukuran tingkat
kepuasan, efektivitas penyelesaian pengaduan, maupun pengaruh
pengelolaan pengaduan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu penelitian selanjutnya dapat melakukan studi komparatif antara
sistem pengelolaan pengaduan di berbagai daerah guna memperkaya

kajian mengenai pelayanan publik berbasis elektronik.
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